SENIN LEGI, 8 AGUSTUS 2022
(10 SURA 1956 )

OPINI

”KEDAULATAN RAKYAT”
HALAMAN 11

MIRIS. Begitu pilu nasib yang
harus dialami N, warga Desa Kebo-
romo Kecamatan Tayu Kabupaten
Pati Jawa Tengah. Setelah hilang
selama sekitar 4 bulan, N dikete-
mukan keluarganya di sebuah ru-
mah di Desa Alasdowo Kecamatan
Dukuhsekti masih di Kabupaten
Pati. Kondisi bocah berusia 14 ta-
hun tersebut sangat mengenaskan.

Selama hilang, siswa SMP terse-
but diberitakan disekap dan menjadi
budak seks. Kini mengalami keha-
milan, dengan kondisi terpapar in-
feksi menular seksual (IMS)
bahkan kekurangan gizi. Akibat
penyekapan dan menjadi budak
seks tersebut, N mengalami trauma
berat dan kondisinya kritis. (KR,
5/8). Tragis, ketika diketemukan N
sedang sendiri dan lelaki yang
menyekap dan memerkosanya
melarikan diri. (KR, 6/8)

Kasus ini spontan viral di media
sosial. Keterkejutan masyarakat
pun membuncah. Umpatan kejam
dan biadabnya pelaku, spontan ter-
lontar. Direktur LBH Advokasi
Nasional Maskuri Alfathy menyata-
kan tindakan pelaku penyekapan
terhadap N dikategorikan biadab.
Pelakunya bisa dikenakan hu-
kuman mati. Beberapa tokoh ma-
syarakat pun mengungkap pernya-
taan serupa.

Sungguh memrihatinkan. Inilah
fakta bila kekerasan terhadap anak
termasuk kekerasan seksual, tidak
pernah surut kejadiannya. Biasa-
nya, anak yang menjadi korban
enggan melapor kasus yang diala-
mi. Keluarga pun menutup aib.
Apalagi mayoritas pelaku adalah
orang dekat korban. Mulai ayah,
saudara lelaki, kakek atau paman
bahkan tetangga juga guru.
Padahal dampaknya bisa panjang.

Dampak itu disebut lvo Noviana
(ejurnal.kemsos.go.id, 24/8/2015)
antara lain, hilangnya kepercayaan
anak terhadap orang dewasa (be-
trayal). Kemudian trauma secara
seksual (traumatic sexualization),
merasa tidak berdaya (powerless-
ness) dan stigma (stigmatization).

| TAJUK RENCANA
Tindak Tegas Pelaku Kejahatan Seksual

Kian memiriskan, secara psikhis
bahkan bisa menimbulkan ketagih-
an, trauma, atau pelampiasan den-
dam. Bila tidak ditangani serius, ke-
kerasan seksual terhadap anak da-
pat menimbulkan dampak sosial lu-
as di masyarakat.

Ini adalah ‘PR’ besar bangsa ini.
Tragisnya, meski merupakan feno-
mena gunung es, angka kasus ke-
kerasan terhadap anak selalu tinggi.
Data tercatat di Komisi Perlindungan
Anak Indonesia (KPAI), selama
2021 terdapat 5.953 kasus, dengan
2.982 kasus perlindungan khusus
anak. Dari 2.982 kasus perlindung-
an khusus anak tersebut, 859 di an-
taranya masalah kekerasan seksu-
al. Secara rinci, korban kekerasan
seksual perkosaan 285 kasus, kor-
ban kekerasan seksual sesama je-
nis 9 kasus, korban kekerasan sek-
sual 230 dan anak korban pencabu-
lan 306 serta anak korban pencabu-
lan sesama jenis 29 kasus.

Kekerasan seksual terhadap anak
saat ini masih saja terjadi dan sudah
sangat mengancam dan mem-
bahayakan jiwa anak. Kejahatan ini
merusak kehidupan pribadi dan
tumbuh kembang anak, serta meng-
ganggu rasa kenyamanan, ketentra-
man, keamanan dan ketertiban ma-
syarakat. Maka tindak tegas pelaku
kejahatan seksual terhadap anak
harus dilakukan. Selain tentu, ling-
kungan juga harus diakui memiliki
kepedulian besar untuk mengurangi
terjadinya kejahatan seksual.

Undang-undang Perlindungan
Anak yang sudah diamanademan
beberapa kalui memberikan sudah
sanksi berupa tindakan kebiri kimia,
pemasangan alat pendeteksi elek-
tronik, dan pidana tambahan beru-
pa pengumuman identitas pelaku.
Hal itu tidak lain adalah untuk men-
cegah, mengatasi terjadinya keke-
rasan seksual terhadap anak. Tentu
juga untuk memberi efek jera ter-
hadap pelaku kekerasan seksual
terhadap anak. Sehingga pelaku
akan berpikir panjang untuk mela-
kukan kejahatannya, apalagi men-
gulangi kejahatannya. O
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SAAT ini arus lalulintas di Yogya-
karta makin padat dan cenderung
ruwet. Makin banyaknya jumlah
kendaraan baik roda dua maupun roda
empat di jalan raya, namun tak diikuti
dengan kesadaran tertib lalulintas .
Akibatnya, tampak di hampir di semua
simpang empat, terjadi kemacetan.

Hal ini dikarenakan banyak pemakai
jalan melanggar marka jalan. Akibat-
nya pengguna jalan yang akan belok

HAMPIR 77 tahun Ir Soekarno dan
Drs Mochammad Hatta atas nama
Bangsa Indonesia telah mengguang-
kan Proklamasi Kemerdekaan RI.
Memproklamirkan Kemerdekaan RI
dan disambut di seluruh wilayah Indo-
nesia hingga kemerdekannya diakui
bangsa-bangsa lain di dunia. Kini, per-
juangan para syuhada yang rela
berkalang tanah mengurbankan harta
dan nyawa, perjuangan dan keberani-
an Soekamno fi Hatta dengan dukung-
an sekelompok orang di belakangnya,
harus kita hormati, harus kita apresiasi
dan harus kita kenang selalu.

Ayolah, mari dalam memeringati dan
mengenang Proklamasi Kemerdekaan

Pelanggaran Marka Jalan

kiri terhambat pengguna jalan yang
akan terus namun memakai jalur belok
kiri. Begitu pula banyaknya mobil yang
lebih memilih jalur lambat di jalan ling-
kar atau ringroad menyebabkan kema-
cetan di jalur lambat yang merugikan

dan mengambil hak sepedamotor.
Saya mengharapkan ada petugas
polisi lalulintas yang rutin menjaga se-
mua persimpangan jalan. Terima kasih
*) Valencia, Gamping Yogyakarta

Muhasabah Bangsa untuk 17 Agustus

RI kita tidak sekadamya. Mari kita bere-
fleksi apa yang sudah kita lakukan un-
tuk bangsa ini. Sudah sesuaikah
pengabdian pada bangsa dan negara
selama ini? Selain itu kita harus men-
doakan arwah para syuhada dan juga
Soekarno-Hatta agar mereka men-
dapat karunia Allah atas amal ibadah-
nya. Berada di tempat yang terbaik di
sisiNya. Sebagaimana firman Allah :
Dan janganlah sekali-kali kamu mengira
bahwa orang-orang yang gugur di jalan
Allah itu mati. Bahkan mereka itu hidup
di sisi Tuhannya dengan mendapatkan

rejeki. (AQ, Ali Imran 169). O
*) Bambang Syariwan Setiawan,
Pleret Wates Kulonprogo

Perkuat Data Kemiskinan DIY

KEMISKINAN di Provinsi DIY ma-
sih menjadi isu menarik yang belum se-
lesai pembahasannya. Pasalnya, terda-
pat beberapa ketimpangan dari penca-
paian-pencapaian lain. Misal Indeks
Pembangunan Manusia DIY berstatus
isangat tinggii yakni berada di angka
80,22 tahun 2021. Bahkan di Kota
Yogyakarta berada di kota tertinggi di
Indonesia dengan angka capaian
87,18% (BPS, 2021). Indeks Pem-
bangunan Manusia mengukur tentang
dimensi umur harapan hidup saat lahir,
harapan lama sekolah, rata-rata lama
sekolah dan pengeluaran riil per kapi-
ta. Selain itu pencapaian lain tentang
opini BPK selalu WTP dan nilai
akuntabilitas pemerintah (Akip) se-
lalu mendapatkan nilai terbaik (AA).

Namun, tingkat kemiskinan di DIY
masih tergolong tinggi. Berada di atas
tingkat nasional. Meskipun secara
persentase grafiknya selalu menurun.
Hanya saat pandemi Covid-19 sedikit
naik dari 11,44 bulan September 2019
naik pada bulan Maret 2020 menjadi
12,28%. Tetapi Maret 2022 kembali
menunjukan penurunan yakni ber-
ada di titik 11,34%. Kemiskinan di
DIY akhirnya menjadi banyak
sorotan dan menjadi aspek bahasan
yang harapannya dapat menurun se-
cara cepat.

DTKS

Dalam rangka penurunan kemiskin-
an DIY juga memiliki PR untuk menu-
runkan kemiskinan esktrem hingga
tingkat 0 di tahun 2024. Tahun 2022 ke-
miskinan ekstrem memiliki sasaran 4
kabupaten di DIY yakni Kulonprogo,
Gunungkidul, Bantul dan Sleman de-
ngan persentase 6,20% dengan total
sasaran 244,280. Sampai saat ini terda-
pat intervensi sebanyak 349.758 dalam
bantuan pangan non- tunai (BPNT) dan
187.584 melalui bantuan keluarga ha-
rapan (PKH) di DIY.

Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
(DTKS) merupakan satu data untuk

Anif Muchlashin

penanggulangan kemiskinan. Dasar
hukum pelaksanaan Verifikasi dan
Validasi DTKS yaitu sesuai dengan
Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011
tentang Penanganan Fakir Miskin, dan
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik.
DTKS saat ini sudah menggunakan per-
spektif dari bawah. Masyarakat miskin
dapat melakukan pendaftaran setiap

bulannya melalui aplikasi SIKN-G
(Sistem Kesejahteraan Sosial-Next
Generation) yang keberadaannya sudah
dapat diakses melalui kelurahan atau
kalurahan.

DTKS yang sudah dimasukkan nanti
akan dikelola Pusdatin (Pusat Data dan
Informasi) Kementerian Sosial RI yang
nantinya akan menentukan target yang
akan menerima bantuan sosial. Baik
bantuan sosial berupa PKH, BPNT,
Bantuan Pangan Non Tunai Pember-
lakuan Pembatasan Kegiatan Masya-
rakat (BPNT PPKM) dan Penerima
Bantuan Indonesia (PBI).

Kurang Menggambarkan
Berdasarkan monev di lapangan ban-
tuan sosial kini menjadi idola di masya-
rakat. Data kemiskinan di DIY
berdasarkan BPS pada periode
September 2021 sebesar 11,91% dengan
total penduduk 474,49 ribu orang, na-
mun berdasarkan data dari DTKS per
10 Februari 2022 sebanyak 2.026.350
dari total penduduk 3.668.719 di DIY.
Ini berarti sepertiga lebih penduduk
DIY masuk dalam data DTKS. Namun
dari total masyarakat yang masuk ke
DTKS, data penerima bantuan sosial
tidak sebanyak tersebut. Data di
Kulonprogo penerima BPNT dan
PKH sebanyak 26.626 penerima,
Bantul 45.610 penerima, Gunungki-
dul 47.890 penerima, Sleman 35.537
penerima, dan Kota Yogyakarta 9121
penerima. Total penerima BPNT dan
PKH di DIY sebanyak 164.784.
DTKS saat ini kurang menggam-
barkan kemiskinan BPS sejumlah
11,34%. Saat ini DTKS menunjukan
60% penduduk masuk pada sasaran
kemiskinan. DTKS per 2020 tidak
memiliki peringkatan sebagai sasar-
an yang tepat. Maka melalui tulisan
ini penulis merekomendasikan per-
lunya sasaran data kemiskinan yang
lebih tepat sasaran. [
*) Anif Muchlashin,
Tim Koordinasi Penanggulangan
Kemiskinan Daerah (TKPKD) Bappeda
DIy
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Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih
partisipasinya dalam menulis dan mengi-
rimkan artikel untuk SKH Kedaulatan
Rakyat. Selanjutnya redaksi hanya me-
nerima tulisan lewat email : opini-
kr@gmail.com dengan panjang tulisan
antara 535 - 575 kata, dengan mengisi
subjek mengenai isu yang ditulis serta ja-
ngan lupa menampilkan fotocopy identi-
tas. Terimakasih.

Menilik Seragam Berjilbab di Sekolah

ISU seragam sekolah khususnya
atribut jilbab mencuat lagi dalam jagat
media sosial maupun media cetak.
Terlebih setelah adanya peristiwa di
salah satu SMA Negeri di Bantul yang
diduga memaksa salah peserta didik
perempuan untuk menggunakan jil-
bab. Sontak kabar tentang peristiwa
ini melahirkan pergunjingan public.
Apalagi kepala sekolah beserta tiga
guru untuk sementara dibebastu-
gaskan dari jabatannya. Proses inves-
tigasi hingga saat ini masih terus
berlangsung untuk mencari duduk per-
soalan yang sebenarnya terjadi.
Gubernur DIY Sri Sutan Hamengku
Buwono X telah mengambil langkah
cepat dengan harapan peristiwa seru-
pa tidak terjadi lagi di wilayah DIY
dan daerah lainnya di Indonesia.

Seragam sekolah di Indonesia,
khususnya pada sekolah negeri me-
mang sangat berpotensi melahirkan
permasalahan dalam berbagai hal.
Keinginan sekolah agar bisa tampil
berwibawa dan berkelas salah satunya
adalah penggunaan seragam yang
rapih, santun dan indah dipandang.
Kondisi ideal seragam seperti itu me-
mang layak dicitakan sebuah sekolah.
Warga sekolah atau orangtua siswa
akan merasa bangga jika kondisi
seperti itu dimiiliki almamaternya.

Pemaksaan

Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2014
Tentang Pakaian Seragam Sekolah ba-
gi sekolah negeri telah dengan jelas
mengatur bagaimana seragam sekolah
seharusnya dilaksanakan. Dalam
melaksanakan peraturan ini telah
diperkuat dengan Surat Keputusan
Bersama Tiga Menteri (Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri
dalam Negeri dan Menteri Agama)
yang menitikberatkan pada kebebasan
peserta didik untuk memakai seragam

Samsuri Nugroho

sekolah sesuai agama dan keyakinan-
nya. Dalam konteks ini tidak boleh
adanya pemaksaan dan larangan.
Keduanya harus hadir secara seim-
bang dalam sebuah sekolah.
Memaksakan peserta didik perem-
puan Islam untuk berjilbab pun dila-
rang apalagi bagi yang bukan Islam.
Sebaliknya sekalipun dalam lingkung-
an mayoritas bukan muslim, tidak se-
orang pun yang dapat menghalangi pe-
serta didik perempuan untuk tidak
boleh menggunakan jilbab. Peraturan
ini sesesungguhnya sudah sangat jelas
untuk diikuti dan dipatuhi pihak seko-
lah. Permasalahan pelanggaran atas
peraturan ini yang paling sering dide-
ngar adalah kasus yang berkaitan de-
ngan pemaksaan berjilbab. Sedang
permasalahan kasus pelarangan berjil-
bab bagi peserta didik perempuan
hampir tidak pernah terdengar
sekalipun pernah ada namun tidak se-
heboh jika ada kasus pemak-

Berangkat dari ayat inilah para pen-
didik muslim berniat baik untuk
melaksanakan perintahNya dengan
cara mewajibkan peserta didik perem-
puan untuk berjilbab. Penulis yakin ti-
dak ada satu niatan jahat berupa has-
rat intoleran dan radikal yang di-
lakukan kecuali berniat kebaikan men-
jalankan firmanNya. Namun sayang,
jika langkah yang diambilnya berupa
pemaksaan maka hal ini merupakan
bentuk pelanggaran peraturan peme-
rintah.

Di sinilah dituntut sebuah kepiawai-
an pendidik membuka hati dan ke-
sadaran peserta didik perempuan un-
tuk mengerti dan sadar, bahwa berjil-
bab itu wajib. Niscaya jika ini disadari
untuk dijalankan semua komponen
pendidikan, tidak lagi menjadi sebuah
problem. Kegaduhan yang pernah ada
semoga tidak terulang dan juga tidak
terus menerus dijadikan ihwal para pe-
juang pengikis intoleransi. [

*) Samsuri Nugroho,
Anggota Dewan Pakar PGRI DIY.

saan berjilbab.
Kepiawaian Pendidik

Tujuan Pendidikan Nasional
antara lain untuk menjadikan
peserta didik bertakwa kepada
Tuhan Yangg Maha Esa berbu-
di pekerti luhur. Namun dalam
pelaksanaannya tidak boleh
ada pemaksaan khususnya
berkaitan dengan sergam iden-
titas keagamaan. Islam yang
sumber ajarannya bersumber
dari Alquran dan hadist me-
mang telah mengisyaratkan
bahkan mewajibkan setiap
perempuan dewasa untuk me-
nutup auratnya meliputi ram-
but dan seluruh tubuhnya ke-
cuali wajah dan kedua telapak
tangan (Al Ahzab 59).

Indonesia juara umum ASEAN Para
Games 2022.
-- Luar biasa, kami bangga padamu.

BMKG peringatkan gelombang setinggi
6M di Selatan Jateng.
-- Semua harus waspada.

Ribuan keluarga di Banyumas alami ke-
miskinan ekstrem.
-- Mas Ganjar, ini perlu perhatiannya...

Fojok KR

ekl

seesk

Bezass

iklankryk13@gmail.com.
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